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Kepada Yth,
Dr. Slamet Pribadi, SH., MH
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di-
Tempat.

Hal : Laporan Abdimas Semester Ganjil 2022/2023 sebagai Narasumber Webinar Nasional

Mengacu pada Surat Tugas No : ST/1025/X1/2022/FH-UBJ tanggal 23 November 2022 untuk
menjadi Narasumber pada Webinar Nasional dengan tema “HUKUM UDARA & RUANG
ANGKASA: Dampak Kembalinya Penguasaan FIR Atas Wilayah Kepulauan Riau dan
Natuna ke NKRI Bagi Hankam dan Ekonomi Nasional”, yang diselengggarakan oleh Lembaga
Bantuan Hukum lkatan Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI) yang dilaksanakan pada
Hari Jumat, tanggal 25 November 2022, melalui Media Zoom.

Sehubungan dengan Surat Tugas tersebut telah Saya laksanakan dengan baik, maka bersama ini
saya laporkan dengan dokumen dam bukti Pelaksaan sebagai berikut :

1. Permohonan menjadi narasumber dari Pengurus LBH ICMI melalui surat No: LBH-
ICMI/012/221121 tanggal 21 November 2022;

2. Surat Tugas Tentang Penunjukan Narasumber oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya No : ST/1025/X1/2022/FH-UBJ tanggal 23 November 2022;

3. Sertifikat sebagai Pembicara yang diberikan oleh LBH ICMI tanggal 25 November 2022;

4. Materi PTT Webinar nasional tersebut di atas.

Demikian laporan pelaksanaan Webinar Nasional ini Saya buat dengan sebenarnya, atas

perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 November 2022
Hormat Saya,

W

Yulianto Syahyu, SH., MH.
NIDN 0328106604
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Jakarta, 21 November 2022

No. : LBHICMI/012/221121
Perihal : Permohonan Narasumber

Kepada Yth

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Di Tempat

Dengan hormat,

Teriring salam dan doa semoga Bapak, Selalu dilimpahkan Rahmat dan berkat dari Tuhan Yang
Maha Esa dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Untuk memberikan konstribusi kepada Bangsa dan Negara disektor Hukum khusushya mengenai
Hukum Udara dan Ruang Angkasa. Kami Pengurus LBH ICMI (Lembaga Bantuan Hukum Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia) bermaksud menyelenggarakan Webinar Nasional tentang
“HUKUM UDARA & RUANG ANGKASA: Dampak Kembalinya Penguasaan FIR Atas Wilayah
Kepulauan Riau dan Natuna Ke NKRI Bagi Hankam dan Ekonomi Nasional”, yang akan
diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal :Jumat (25 November 2022)

Waktu : 19.30 WIB — Selesai

Link Zoom 1D ; 865 1227 8467, dengan Passcode ; Ibhicmi

Link akan dikirim melalui WA

Untuk rencana tersebut di atas, Kami mohon kesediaan Bapak untuk menjadi salah seorang Pembicara
pada acara tersebut di atas, sesuai dengan waktu dan jaringan yang telah ditentukan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan
terima kasih

Hormat Kami,
W ‘\ LBH ICMI “gi’f :
K.D. Mirza Andalusia, S.H., M.H. Ardlan Hamdani, S.H., M.H.
Wakil Direktur Eksekutif Sekretaris
Tembusan :
1. MPP — ICMI di Jakarta
2. Arsip

Wisma Laena 5th Floor, Suite 506-B
JI. KH. Abdullah Syafe’i No. 7 Lapangan Ros - Casablanca, Jakarta Selatan 12860
Telp/Fax : (62 21) 8379 1894 | E-mail : Ibh_icmi@yahoo.com



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus | : JI. Harsono RM No. 67Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus Il : JI. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS
Nomor : ST/\025  /X1/2022/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

Menimbang

Mengingat

Kepada

Untuk

Selesai.

Tembusan:
- Arsip

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar Nasional dengan tema
‘Hukum Udara & Ruang Angkasa: Dampak Kembalinya Penguasaan FIR Atas
Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna Ke NKRI Bagi Hankam dan Ekonomi
Nasional’, yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum lkatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (LBH ICMI), maka dipandang perlu mengeluarkan
surat tugas sebagai Narasumbner untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

1.
2.
3.

4.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
Undang-Undang No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi.
Surat dari Lembaga Bantuan Hukum lkatan Cendekiawan Muslim Indonesia
(LBH ICMI) Nomor : LBHICMI/012/221121, perihal Permintaan Narasumber,
tanggal 21 November 2022.

MENUGASKAN :

Dr. YULIANTO SYAHYU, S.H., M.H.
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ

Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar Nasional
dengan tema *“Hukum Udara & Ruang Angkasa: Dampak Kembalinya
Penguasaan FIR Atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna Ke NKRI Bagi
Hankam dan Ekonomi Nasional”, yang dilaksanakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal . 25 November 2022
Pukul : 19.30 WIB - Selesai
Tempat . Zoom Meeting

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di (’hqkarta
Padatanggal \: A% November 2022
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Inspiratif — Transformatif LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

DIBERIKAN KEPADA

Dr. Yulianto Syahyu, SH, MH

Atas partisipasinya sebagai PEMBICARA
Webinar Nasional
LBH ICMI dan Dewan Pakar ICMI Pusat
HUKUM UDARA & RUANG ANGKASA:
“Dampak Kembalinya Penguasaan FIR Atas Wilayah Kepulauan Riau dan Natuna ke NKRI
Bagi Hankam dan Ekonomi Nasional”
Jumat, 25 November 2022

LEMBAGA BANTUAN HUKUM
IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM SE-INDONESIA

1A e

Ketua Umum ICMI Direktur Eksekutif LBH ICMI
Prof. Dr. Arif Satria Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.
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HUKUM UDARA & RUANG ANGKASA:
Dampak Kembalinya Penguasaan FIR
Atas Wilayah Kepri Dan Natuna Ke NKRI
Bagi Hankam & Ekonomi Nasional



PENDAHULUAN

Kedaulatan harus dimiliki oleh setiap negara yang meliputi wilayah,
rakyat dan pemerintah.

Indonesia memiliki kedaulatan udara sepanjang 5.110 km. Letak
Indonesia diantara dua benua dan dua samudera menjadikan Indonesia
sebagai jalur perlintasan transportasi udara internasional. Kepadatan
dan kondisi topografi Indonesia membutuhkan manajemen wilayah udara
yang rumit dan biaya besar.

Flight Informatioan Region (FIR) merupakan pemberian pelayanan lalu
lintas vadara di dalam lapisan 20.000 kaki, sedangkan Upper
Information Region (UIR) merupakan pemberian pelayanan lalu lintas
udara di dalam lapisan diatas 20.000 kaki sehingga dalam UIR ini
tanggung jawab penerbangan pesawat terbang di lapisan UIR sangat
besar. Dalam praktek negara mengenai pembagian lapisan udara baik
FIR atau UIR sendiri belum di jelaskan secara rinci sehingga ketentua UIR
tergantung pada negara di atas wilayah dan perairannya atau
berdasarkan atas kesepakatan negara-negara yang berjaniji.



Perkembangan Perjanjian FIR (Flight Information
Region) Ruang Udara Kepulauan Riau dan Natuna

Perjanjian FIR atas ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna tahun
1946 adalah tanggungjawab ICAO sebagai  organisasi
Penerbangan Sipil Internasional untuk mengatur dan melayani Route
AirNavigation Services (RANS) dan Flight Information Region (FIR)
bagi penerbangan sipil internasional. ICAO mengadakan
pertemuan di Dublin yang membicarakan pertemuan Navigasi
Udara Regional tentang (RANS). Pada saat itu wilayah Malaysia
dan Singapura masih dalam kekuasaan Inggris dan Belanda secara
de facto masih berkuasa di Indonesia. Pemerintah Inggris
mengusulkan pada ICAO untuk mengelola  FIR ruang udara
Kepulauan Natuna dan Riau kepada Inggris khususnya dibawah
manjemen FIR  Singapura karena mengalami  kekosongan
pengawasan.



Kondisi Indonesia yang baru saja merdeka, tidak banyak
memiliki pesawat dan peralatan navigasi untuk pelayanan FIR.
Perairan masih menggunakan Peraturan Hukum Laut Belanda
yaitu Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonatie 1939 Staat
Blad Nomor 442 yang menyatakan bahwa lebar laut Indonesia
hanya 3 Mil laut yang ditarik dari garis pantai dengan
memakai  penarikan Garis Pangkal Normal Baseline.
Berdasarkan peraturan ini, wilayah laut di sekitar Kepuauan
Natuna dan Riau adalah laut bebas, sehingga ruang udara
diatasnya adalah ruang udara bebas. Sedangkan pemerintah
Inggris menempatkan peralatan navigasi di Singapura untuk
melayani FIR penerbangan Kuala Lumpur ke Serawak dan
Singapura menuju wilayah lain. Pesawat Malaysia dari Kuala
Lumpur ke Malaysia Timur melintasi ruang udara Kepulauan
Natuna dan Riau.



Pada tanggal 21 September 1995 ditandatangai sebuah kesepakatan antara
Indonesia dan Singapura yaitu Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Relignment of the
Boundary between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight
Information Region. Perjanjian ini bersifat pembaharuan perjanjian lama dan telah
diratifikasi Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996. Perjanjian menyatakan bahwa
ruang udara diatas Kepulauan Natuna dan Riau dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor
A, B, dan C. Sektor A didelegasikan kepada Singapura untuk pelayana navigasi
sampai ketinggian 37.000 kaki diatas permukaan laut, pemerintah Singapura
memungut jasa pelayanan navigasi penerbangan (RANS Charges) di sektor ini yang
setiap bulan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, pengecualian RANS Charges
untuk penerbangan non sipil, pesawat negara Singapura dan Indonesiq,
penerbangan VVIP seperti Pejabat Negara, pesawat misi pencarian atau
penyelamatan, pesawat pengecualian dari Dirjen Komunikasi Udara Indonesia dan
pesawat pengecualian dari Otoritas Penerbangan Sipil Singapura. Sektor B
didelegasikan pada Singapura untuk elayanan navigasi dari permukaan laut sampai
ketinggian tidak terhingga. Sektor C tidak termasuk dalam perjanjian



Pengaruh Pengelolaan FIR Kepulauan Natuna dan Riau oleh
Singapura Berdasarkan Teori Kedaulatan Negara

Berdasarkan Konvensi Internasional Hukum Udara ke-2
atau dikenal dengan Konvensi Paris Il thun 19219 yang
menggadopsi adagium Romawi, eutus est solum, eius usqge
ad coelom et ad inferos, yang bermakna siapa yang
menguasai tanah, maka berhak memiliki segala yang ada
diatasnya dan didalamya. Maka kedauatan negara atas
ruang udara dirumuskan sebagai “The high contracting states
recognize that ever power has complete and exclusive over
the airspace abov its territory” yang berarti bahwa negara
melaksanakan hak-haknya sampai pada suatu ketinggian
dimana ia masih memilki kontrol efektif terhadap ruang
udaranya. Tujuan utama perjanjian itu adalah untuk
menegakkan kedaulatan negara terhadap ruang udara
diatas wilayahnya.



Berdasarkan teori kedaulatan negara, bahwa dalam suatu
negara merdeka memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk
secara eksklusif dan bebas melakukan berbagai kegiatan
kenegaraan sesuai kepentingannya, asalkan kegiata tersebut
tidak bertentangan dengan kepentngan negara lain dan hukum
internasional. Terkait dengan pelaksanaan kedaulatan, Milton J.
Esman mengatakan terdapat dua dimensi. Negara berdaulat ke
dalam dalam mengurus urusan internal organisasi negaranyaq,
yang mencakup wewenang dan kedaulatan kesatuan kekuasaan
negara. Artinya, bahwa didalam wilayah suatu negara tidak
ada lembaga lain yang memilki kedaulatan wewenang selain
pemerintah negara itu sendiri. Kedaulatan negara keluar dapat
dartikan bahwa tidak ada pihak lain dari luar negara yang
berhak untuk mengatur suatu dalom wilayah negara yang
bersangkutan.



Perkembangan Indonesia dalam
Menjaga Kedaulatan Ruang Udaranya

Kepulauan Natuna berjarak 1.100 km arah utara dari Jakarta, atau di
bagian utara Indonesia, tepatnya diantara 2° - 5°Lintang Utara, dan 104°
- 100°Bujur Timur . Kepulauan Natuna terdiri dari 272 pulau besar dan
kecil yang tersebar di perairan Laut Cina Selatan dan berada diantara
Semenanjung Malaya dan Serawak. Kepulauan ini juga berbatasan dengan
negara Vietnam dan Kamboja, sehingga wilayah ini dijadikan jalur
strategis perlintasan udara maupun perairan internasional.

Pengelolaan FIR ruang udara Kepulauan Natuna dan Riau oleh Singapura
dan Malaysia menjadi masalah karena menyangkut kedaulatan Indonesia.
Pengelolaan FIR ini bertentangan dengan konsep kedaulatan negara
karena wilayah darat dan lautnya adalah wilayah teritorial Indonesia. Di
sisi lain, pihak Indonesia terikat dengan perjanjian RANS dengan ICAOQO.
Dalam Annex 11 Konvensi Chicago 1944 disebutkan bahwa setiap negara
harus megatur pelayanan lalu lintas ruang udaranyaq, jika tidak mampi,
harus mendelegasikan tanggung jawab tersebut pada negara lain.
Wilayah dan batas FIR tidak harus sama dengan batas administrasi atau
batas teritorial suatu negara. Indonesia juga mengelola FIR ruang udara
Kepulauan Christmas milik Australia dan ruang udara atas wilayah Timor
Leste.



PENUTUP

Untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang udara diatas
Kepulauan Natuna dan Riau, pemerintah Indonesia dan
Malaysia telah beberapa kali melakukan perundingan, dan
pertemuan terakhir adalah ditandatangani persetujuan pada
tanggal 25 Februari 1982, Treaty betweeb Republic of Indonesia
and Malaysia relating to the Legal Regime of the Archipelagic
State and the Rights of Malaysia in the Territorial Sea and
Archipelagic Woaters as well as in the Airspace Above the
Territorial Sea, Archipelagic Waters and the Territory of the
Republic Indonesia Lying between East and West Malaysia.
Pertimbangan Indonesia memberikan hak dan komunikasi
kepada penerbangan Malaysia yang menuju ke dan dari
Malaysia Barat ke Malaysia Timur dan sebaliknya. Hak ini
diakui sebagai hak tradisional yang diakui oleh ACIO.
Penerbangan ini harus langsung (direct), tidak berhenti atau
melakukan transit kecuali keadaan darurat.



Pihak Pemerintah Indonesia sendiri pernah mengajukan
kepada Pemerintah Singapura atas perundingan
kembali Perjanjian FIR Indonesia-Singapura pada tahun
2009-2010 pada Kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Namun pihak Singapura berdalih
bahwa sembari menunggu di sahkan Perjanjian tersebut
oleh ICAO serta keberatan yang diajukan oleh Pihak
negara ketiga dalam hal ini Malaysia, Singapura
menganggap bahwa peninjauan kembali tidak perlu
adanya sampai perjanjian tersebut disahkan oleh ICAO
serta selesainya sengketa antara Indonesia dan
Malaysia.



DEMIKIAN
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